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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kelancaran terhadap kepentingan dan tujuan dari suatu instansi sangat tergantung 

pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan Sumber Daya Manusia adalah 

hal terpenting bagi suatu instansi pemerintahan dan swasta dalam mencapai tujuannya. 

Instansi pemerintahan dan swasta sendiri bahwasanya telah menyadari Sumber Daya Manusia 

merupakan dasar dalam proses pembangunan nasional ataupun suatu perusahaan. Pada situasi 

ini instansi pemerintahan dan swasta membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan tinggi, 

pengetahuan yang luas, keterampilan yang memadai yang dapat diarahkan dalam 

memfokuskan kemampuan mereka pada tanggung jawab serta tugas masing-masing untuk 

kepentingan dan tujuan suatu instasi tersebut. Berbicara tentang sumber daya manusia yang 

baik dalam memberikan pelayanan publik pada suatu instansi berkaitan erat dengan kualitas 

pelayanan, jika pelayanan yang diberikan suatu instansi baik maka kualitas pelayanan intansi 

tersebut dapat dikatakan baik. Pemberi layanan dan penerima layanan saling keterkaitan dalam 

proses pelayanan publik disuatu instansi. 

Pada masa sekarang ini yang menjadi sorotan masyarakat terhadap instansi 

pemerintahan dan swasta yang ada adalah pelayanan publiknya, dimana setiap instansi 

pemerintahan dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik dituntut masyarakat untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik dalam bentuk pelayanan yang terdapat dalam instansi 

tersebut. Pada saat ini para penerima layanan pun menuntut para pemberi layanan harus dapat 

menyikapi pelayanan sebagai suatu usaha untuk memberikan kepuasan kepada penerima 

layanan. Kepuasan yang diterima oleh masyarakat atau penerima layanan juga penting 

kaitannya dengan kualitas pelayanan yang diberikan, dimana seperti yang telah diungka
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Tjiptono 1996:56), bahwa suatu kualitas memiliki hubungan yang begitu erat 

terhadap kepuasan pelanggan.    

Masyarakat sendiri yang termasuk konsumen dari pelayanan publik, pada dasarnya 

memiliki kebutuhan serta harapan pada suatu instansi dari penyelenggara pelayanan publik 

yang professional. Sehingga saat ini yang menjadi tugas dan tuntutan bagi setiap instansi 

pemerintahan dan swasta yaitu bagaimana instansi tersebut dapat memberikan  pelayanan 

publik yang diharapkan mampu memberikan kepuasaan terhadap masyarakat. Menurut UU 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik telah dinyatakan bahwa pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara  pelayanan publik. 

Pelayanan publik sendiri dapat ditingkatkan dengan cara  memperhatikan unsur terpenting 

didalamnya yaitu kualitas pelayanan itu sendiri. Kembali lagi bahwasanya salah satu yang 

menjadi faktor berpengaruhnya suatu kualitas pelayanan dapat dikatakan baik adalah 

bagaimana cara kerja pelayanan didalam suatu instansi tersebut. Kualitas pelayanan 

merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk menjaga keberlangsungan suatu instansi 

pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna jasa publik, berkepentingan dalam upaya untuk mewujudkan kepuasan 

pengguna jasa publik.  

Pelayanan pengaduan pelayanan publik merupakan sarana pelayanan dimana setiap 

penerima layanan yang mengalami hal yang tidak memuaskan terhadap suatu pelayanan yang 

diberikan oleh instansi dapat ditaruh dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian dalam 

pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pengikutsertaan 
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masyarakat dalam pelayanan publik disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan 

dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara serta pihak 

terkait atau melalui media massa. Dengan adanya ketetapan ini diharapkan setiap penerima 

layanan dapat berpendapat dan memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan apa saja yang 

diterima mereka. Selain itu adanya pelayanan pengaduan pelayanan publik ini juga menjadi 

acuan bagi setiap instansi pemerintah maupun swasta untuk dapat menilai apakah setiap 

pelayanan yang ada dalam instansi mereka sudah memenuhi standar pelayanan publik atau 

sebaliknya dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk instansi manapun agar dapat 

memperbaiki pelayanan yang ada. Instansi pemerintah dan swasta dalam upaya untuk 

memberikan kepuasaan pelayanan terhadap pelayanan publik kepada penerima layanan atau 

masyarakat, tentu saja suatu instansi mengalami banyak kendala yang terjadi dilapangan. 

Setiap kendala yang muncul dalam suatu pelayanan menyebabkan pelayanan suatu 

instansi tersebut dapat dikatakan kurang berkualitas yang menimbulkan dampak adanya 

keluhan ataupun pengaduan dari masyarakat terhadap kenyataan harapan yang mereka 

inginkan. Sebuah pelayanan dapat dikatakan berkualitas juga sangat erat kaitannya dengan 

harapan masyarakat atau penerima layanan yang menerima pelayanan dapat memperoleh atau 

dipenuhi dengan baik juga tentunya. Pelayanan pengaduan ini merupakan salah satu pelayanan 

yang menjadi kunci untuk mengetahui apa saja hal yang tidak memuaskan yang diterima oleh 

masyarakat dan dijadikan acuan untuk instansi dapat mengkoreksi kesalahan serta dapat 

dijadikan motivasi untuk memperbaiki setiap pelayanan yang kurang baik dalam suatu 

instansi. 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang  atau yang biasa 

disingkat dan dikenal dengan LLDIKTI Wilayah II ini merupakan instansi pemerintahan yang 

memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan perguruan tinggi menjalankan tugas 
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dan fungsi pada bidang untuk meningkatkan mutu penyelenggara pendidikan tinggi di 

lingkungan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan serta Kebudayaan. LLDIKTI sendiri 

untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik didasarkan sesuai pada asas 

penyelenggaraan yang baik, guna menciptakan atau mewujudkan kepastian terhadap hak dan 

kewajiban dari berbagai pihak dimana yang langsung mengambil bagian dalam 

penyelenggaraan pelayanan di LLDIKTI Wilayah II.  

Salah satu pelayanan di LLDIKTI Wilayah II Palembang yang menjadi fokus 

penelitian ini yaitu pada pelayanan pengaduan pelayanan publik. Seperti yang dikatakan 

sebelumnya mengenai pengaduan pelayanan publik yang adalah sarana atau tempat sebagai 

pemberi pelayanan dalam menindaklanjuti setiap keluhan dan pengaduan terhadap 

ketidakpuasan pelayanan publik di kantor LLDIKTI Wilayah II. Oleh sebab itu pelayanan 

pengaduan publik ini sendiri harus dapat memberi kepuasan kepada penerima layanan atau 

masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan publik lainnya yang ada di instansi 

tersebut, sehingga dalam pelayanan pengaduan pelayanan publik sendiri perlu adanya kualitas 

yang baik dalam pelayanan pengaduan tersebut. Tujuan adanya pelayanan pengaduan itu 

sendiri adalah untuk aspek kepentingan pelaksanaan pengelolaan pengaduan sendiri digunakan 

untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebaliknya, dari aspek 

tersebut kepentingan penerima layanan merupakan sarana digunakan untuk menyampaikan 

pengaduan agar mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tentu saja dalam menjalankan tugas 

dan fungsi dari instasi sendiri termasuk pelayanan publiknya, instansi LLDIKTI Wilayah II ini 

memiliki berbagai macam permasalahan yang terjadi dilapangan.  

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II No. 

1830/ LL2/HK/2021 Tentang Pengendalian Pengaduan Masyarakat Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun Anggran 2021, adapun Mekanisme pengendalian 
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pengaduan masyarakat LLDIKTI Wilayah II Kemendikbud Ristek berdasarkan Keputusan 

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II No. 1830/ LL2/HK/2021 yaitu: 

1. Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan oleh 

masyarakat/pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan 

yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabdian kewajiban dan/ atau 

pelanggaran larangan oleh pegawai di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah II; 

2. Pengaduan/keluhan masyarakat dapat disampaikan melalui laman Web LLDIKTI 

Wilayah II, Unit Layanan Terpadu (ULT), atau melalui pengisian formulir, dan kotak 

pengaduan; 

3. Mekanisme pengendalian pengaduan masyarakat ini menjadi pedoman bagi pegawai 

LLDIKTI Wilayah II dalam melakukan layanan kepada seluruh stakeholders.  

      

Gambar 1. Sarana Pengaduan Pelayanan Publik Pada Website LLDIKTI Wilayah II 

PPID Layanan Informasi 

Sumber: Laman Website LLDIKTI Wilayah II: https://www.lldikti2.id/) 

Gambar 1 menunjukan bahwa pihak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II 

Palembang menyediakan sarana pengaduan melalui website yang tersedia dan dapat diakses 

https://www.lldikti2.id/
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melalui  https://www.lldikti2.id/ pelayanan pengaduan juga dapat di akses melalui LLDIKTI Care 

yang sudah disediakan dihalaman utama website LLDIKTI sendiri yaitu via whatsapp.   

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Website Fromulir Pengaduan LLDIKTI Wilayah II 

Sumber: Laman Website LLDIKTI Wilayah II: https://www.lldikti2.id/) 

(Pengaduan pelayanan publik melalui pengisian formulir) 

Pada gambar 2 diatas menunjukan bahwasannya mekanisme pengendalian 

pengaduan masyarakat pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II sesuai dengan  

Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II No. 1830/ LL2/HK/2021 

bahwasanya dapat disampaikan melalui laman Web LLDIKTI Wilayah II, Unit Layanan 

Terpadu (ULT), atau melalui pengisian formulir, dan kotak pengaduan.   

 

https://www.lldikti2.id/
https://www.lldikti2.id/
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Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Aduan Masyarakat 

NO BULAN TAHUN 

2021 

1 Januari 13 

2 Februari 11 

3 Maret 10 

4 April 8 

5 Mei 15 

6 Juni 9 

7 Juli 14 

8 Agustus 12 

9 September 13 

10 Oktober 10 

11 November 8 

12 Desember 10 

JUMLAH 133 

 

Sumber: Sub Bagian Sistem Infromasi dan Kerjasama, Tahun 2021 

 Berikut pada Tabel 1 merupakan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2021 di 

LLDIKTI Wilayah II Palembang. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 

2021 dapat kita lihat bagaimana kualitas pelayanan pengaduan pelayanan publik di LLDIKTI 

Wilayah II tersebut dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat maka dibutuhkannya 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memadai merupakan tenaga kerja yang 

dapat memberikan pelayanan yang baik juga tentunya, sehingga dalam melakukan ataupun 

memberikan pelayanan harus mampu juga sesuai dengan waktunya. 

Adapun kendala dalam proses pelayanan pengaduan masyarakat lama bisa mencapai 

waktu mulai 1 sampai 3 minggu penyelesaian, sedangkan pada SOP menyatakan bahwa 

penyelesaian pengaduan butuh waktu maksimal 1 minggu. Selain itu adapun kendala lainnya 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini; 
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Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021 

NO. UNIT/JABATAN KUALIFIKASI AKADEMIK Jumlah 

SLTA DIII S1 S2 S3  

1 Kepala     1 1 

2 Sekretaris Pelaksana     1 1 

3. Bagian Umum 

 a. Kepala Bagian Umum    1  1 

 b. Sub bagian Hukum, Kepegawaian dan 

Tata Laksana 

1  6 1  8 

 c. Sub bagian Perencanaan dan 

Pengangguran 

 1 3 6  10 

 d. Sub bagian Tata Usaha dan BMN. 6 2 2 1  11 

4. Bagian Kelembagaan, Sistem Informasi dan Kerjasama 

 a. Kepala Bagian Kelembagaan, Sistem 

Informasi dan Kerjasama 

   1  1 

 b. Sub Bagian Kelembagaan   2 3  5 

 c. Sub Bagian Sistem Infromasi dan 

Kerjasama 

  1   1 

5. Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya 

 a. Kepala Bagian Akademik, 

Kemahasiswaan dan Sumber Daya 

   1  1 

 b. Sub Bagian Akademik dan 

Kemahasiswaan 

  3 2  5 

 c. Sub Bagian Sumber Daya   4 1  5 

Jumlah 7 3 21 17 2 50 

 

Sumber: Laporan Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Tahun 2021 

Pelayanan pengaduan pelayanan publik dikelola pada Sub Bagian Sistem Informasi 

dan Kerjasama, namun pada Tabel 2 mengenai jumlah pegawai berdasarkan jenjang 

pendidikan tahun 2021 di kantor LLDIKTI Wilayah II Palembang dapat dilihat jumlah 

pegawai pada Sub Bagian Sistem Informasi dan Kerjasama terdiri hanya satu pegawai saja, 

dimana pegawai tersebut berfokus pada dua bidang pelayanan yaitu  pelayanan pengaduan 

publik dan pelayanan publikasi informasi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas pelayanan pengaduan pada kantor LLDIKTI Wilayah II. Terbatasnya 

kompetensi pegawai untuk mengelola layanan pengaduan publik sehingga berdampak pada 
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kurangnya kualitas pada pelayanan tersebut. Terbatasnya jumlah pegawai dalam memproses 

pengelolaan pengaduan membuat pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan waktu atau 

tidak tepat waktu. Menurut Goesth dan Davis (2019) mendefinisikan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis dimana berhubungan dengan produk individu , 

jasa, proses, lingkungan yang dapat memenuhi ataupun melebihi harapan daripada konsumen. 

Suatu pelayanan dapat dikatakan baik jika penyelenggara pelayanan publik dapat memenuhi 

harapan bagi penerima layanan. Selain itu tercapainya tujuan suatu instansi tidak lepas dari 

SDM yang dimiliki oleh instansi yang dapat  memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat pengguna layanan. Fenomena yang terjadi di kantor LLDIKTI Wilayah II ini 

memberikan penilaian tersendiri terhadap kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan, hal ini 

menarik untuk dilakukan penelitian. 

Penelitian terkait kualitas pelayanan sudah banyak dilakukan dengan jenis pelayanan 

yang berbeda-beda, namun menggunakan teori yang sama yaitu teori dari Zeithhaml, 

Parasuraman dan Berry (dalam Hardiyansyah, 2011:46) yaitu; Tangible (Berwujud), 

Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan) dan Emphaty 

(Empati) seperti dalam penelitian Alfi Rachmadi (2015) yang meneliti tentang kualitas 

pelayanan publik media center di dinas komu nikasi dan informatika kota surabaya, Aprilia et 

al (2020) meneliti tentang analisis kualitas pelayanan perusahaan daerah air minum (pdam) 

kecamatan dampit dalam menanggapi pengaduan masyarakat untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan, Abdilah et al (2019)  meneliti tentang kualitas pelayanan publik di kantor camat 

pineleng kabupaten minahasa, Winarti et al (2016) penelitian berjudul kualitas pelayanan pada 

pusat pelayanan terpadu pemberdaya an perempuan dan anak (p2tp2a) kartika kabupaten 

kebumen. Selain itu juga penelitian pada kantor LLDIKTI Wilayah II belum banyak 

dilakukan, adapun penelitian yang pernah dilakukan pada kantor tersebut mengenai kualitas 
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pelayanan dengan jenis pelayanan yang berbeda yaitu penelitian (Atika 2020) yang berjudul 

kualitas pelayanan inpassing dosen tetap yayasan di lembaga layanan pendidikan tinggi 

wilayah II Palembang. Penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan kajian terbaru 

tentang bagaiamana kualitas pelayanan pada bidang pengaduan publik yang berada di lokus 

LLDIKTI Wilayah II Palembang. 

Berbagai permasalah yang ada pada pelayanan pengaduan pelayanan publik di kantor 

LLDIKTI Wilayah II maka dilakukan penelitian tentang kualitas pelayanan di kantor Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Palembang pada bidang tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Bagaimana Kualitas Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik di Kantor 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II?” 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pengaduan pelayanan publik di kantor 

lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah II Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat pada 

penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu cara pengembangan ataupun 

kemajuan ilmu terkhususnya dalam menambahkan informasi, referensi, masukan, dan 
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kontribusi tentang kualitas pelayanan pengaduan pelayanan publik di Kantor Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada Kantor Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah II dalam pemberian layanan pada pelayanan pengaduan 

publik. 
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